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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 

Perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni 

“perlindungan” dan “hukum”. Perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang 

melindungi. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi 

dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh pemerintah.1 

Perlindungan hukum dapat memberikan pengayoman kepada Hak Asasi 

Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan 

kepada masyarakat agar mereka dapat, menikmati semua hak - hak yang diberikan 

oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya 

hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari 

gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Setiap pekerja perempuan dalam dunia kerja sangat potensial berada pada 

posisi tersulit, hal tersebut disebabkan karena masih kentalnya budaya patriarki 

yang hidup ditengah masyarakat yang selalu menempatkan pria sebagai sosok yang 

superior, sedangkan perempuan dinyatakan sebagai sosok yang inteferior (lemah).2 

 

 

 

 

1 Tim Hukum Online, Perlindungan Hukum : Pengertian, Unsur Dan Contohnya, Diakses Dari 

Https://Www.Hukumonline.Com/Berita/A/Perlindungan-Hukum-Lt61a8a59ce8062/ , Pada Tanggal 

16 September 2023, Pukul 19.36 WIB 
2 Joupy G.Z Mambu. “Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Perempuan” (Menurut 

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003), Jurnal Hukum dan Syariah, Vol. 2 No. 2 Malang : 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013, hlm. 5 
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Pemberdayaan para pekerja perempuan, termasuk dalam hal perlindungan dan 

memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak - haknya. Bentuknya perlindungan 

terhadap pekerja perempuan mencakup tiga aspek yaitu protektif, kuratif dan non- 

diskriminatif. Kebijakan protektif, yakni kebijakan pemerintah dalam memberi 

perlindungan bagi pekerja perempuan terkait fungsi reproduksi. Seperti istirahat 

sebelum melahirkan dan 1,5 bulan sesudah melahirkan dan larangan 

mempekerjakan perempuan hamil pada shift malam hari. Aspek selanjutnya, 

kebijakan yang bersifat kuratif, yaitu kebijakan pemerintah dan larangan 

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pekerja perempuan karena 

menikha, hamil atau melahirkan. Ketiga kebijakan non-diskriminatif, yaitu 

kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi pekerja perempuan 

terhadap praktik diskriminasi dan ketidakadilan gender di tempat kerja. 

Masuknya perempuan dalam dunia kerja juga tidak terlepas dari adanya 

pengaruh era globalisasi yang memberikan kesempatan kepada para perempuan 

untuk bekerja atau berkarir diluar rumah demi untuk menopang perekonomian 

keluarganya.3 Ini berarti bahwa para pekerja khususnya perempuan mempunyai hak 

untuk mendapatkan perlindungan hukum demi mendapatkan pekerja yang layak 

untuk keluarganya. Kemudian penjabaran mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) 

yang dituangkan dalam ketentuan Undang - Undang Dasar 1945 yang menentukan 

bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan 

kehidupannya”. Dalam hal ini dapat dijadikan dasar seibagai peirlindungan dan 

 

 

3 Viqih Akbar. “Pe iran Peireimpuan Te irhadap Pe ire ikonomian Ke iluarga”, Jurnal Repository 

UINJKT, Vol. 3 No. 2, Jakarta : Unive irsitas Syarif Hidayatullah, 2017, hlm. 3 
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peingakuan atas hak - hak peireimpuan. Seise iorang peireimpuan teirkadang meindapat 

diskriminasi dan anggapan se ibe ilah mata, diskriminasi dapat te irjadi baik dalam 

ke ihidupan peikeirjaan, keiluarga hingga keihidupan yang dilaluinya dalam 

masyarakat. Deingan adanya diskriminasi inilah keimudian banyak pihak teirutama 

peireimpuan seindiri meinyadari peintingnya meingangkat isu hak peireimpuan seibagai 

salah satu jeinis Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dapat diakui dan dijamin 

peirlindungannya. Beirkaitan de ingan hak pe ireimpuan di bidang profeisi dan 

keite inagakeirjaan, teirdapat hak-hak yang harus didapatkan peireimpuan baik se ibeilum, 

saat maupun seisudah meilakukan peike irjaan. 

Seibe ilum meindapat pe ikeirjaan, seiorang peireimpuan meimpunyai hak untuk 

dibeirikan keiseimpatan yang sama de ingan pria untuk meindapatkan peikeirjaan yang 

seisuai deingan keimampuannya, seihingga meireika peire impuan harus dapat dilakukan 

seileiksi teirhadapnya tanpa ada diskriminasi apapun. Saat meindapat peikeirjaan, 

seiorang pe ireimpuan juga meimpunyai hak - hak yang harus dipeinuhi, yaitu 

meindapatkan upah seisuai deingan peikeirjaannya, me indapatkan kondisi keirja yang 

aman dan se ihat, keiseimpatan yang sama untuk dapat meiningkatkan peike irjaannya 

kei tingkat yang leibih tinggi teirmasuk juga hak untuk meindapatkan peilatihan untuk 

meningkatkan kualitas pekerjaannya.4 

Teinaga keirja peireimpuan yang heindak meingambil cuti meilahirkan heindaknya 

dibeirikan upah peinuh. Namun peirusahaan - peirusahaan yang teingah dijalankan oleih 

peirusahaan keimungkinan kurang meimbeirikan peirlindungan teirhadap teinaga keirja 

 

 

4 Abdul Hakim, Dasar – Dasar Hukum Keiteinagakeirjaan Indone isia, Bandung : PT. Citra 

Aditya Bakti, 2009, hlm. 2 
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peire impuan yang he indak meingambil cuti. Peirusahaan meimandang apabila teinaga 

ke irja peireimpuan meilaksanakan cuti teirseibut akan meirugikan peirusahaan kareina 

peirusahaan harus meimbayar upah peinuh bagi te inaga ke irja pe ireimpuan yang 

mengambil hak cuti tersebut.5 

Pasal 1313 KUHPeirdata meinyatakan bahwa, “Suatu Peirjanjian adalah suatu 

pe irbuatan de ingan mana satu orang atau leibih meingikatkan dirinya teirhadap satu 

orang lain atau leibih.” Keiteintuan dari Pasal 1313 KUHPeirdata teirse ibut maka pihak 

peirusahaan dan teinaga keirja peire impuan me imbuat seibuah kontrak yang dapat 

meinimbulkan hak dan keiwajiban antara peirusahaan dan teinaga keirja peireimpuan 

seihingga meinimbulkan hubungan hukum antara keidua be ilah pihak. Salah satunya 

adalah peimbeirian cuti meilahirkan bagi teinaga keirja peireimpuan yang seidang hamil 

dan akan meingambil cuti meilahirkannya. 

Pe ireimpuan yang dalam masa istirahat atau cuti beirhak meindapatkan upah 

seicara pe inuh, teitapi pada keinyataanya hal ini masih seiring tidak diteirapkan ole ih 

peirusahaan dan meinimbulkan peirmasalahan baru bagi pe ike irja. Peirmasalahan baru 

yang timbul kare ina tidak dibeirikannya upah ke ipada pe ike irja yang seidang dalam 

waktu istirahat/ atau cuti meimiliki eifeik tidak langsung yang meimpe ingaruhi 

produktivitas pe ike irja, seipe irti beirkurangnya keimampuan untuk me ime inuhi 

keibutuhan primeir seicara optimal. Padahal seitiap peikeirja beirhak atas peikeirjaan dan 

peinghidupan yang layak. Hal ini didasari pada Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang 

 

 

 

 

 

5 Iman Soe ipomo, Pe ingantar Hukum Pe irburuhan, Ceitakan kei-13, Jakarta : Djambatan, 2003 

hlm. 70 
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Dasar Neigara Reipublik Indoneisia Tahun 1945 intinya me inyatakan seitiap warga 

negara berhal mendapatkan penghidupan yang layak. 6 

Pe ine iliti dalam meilakukan peineilitian pe inulisan skripsi ini meingambil kasus 

pada Putusan Peingadilan Hubungan Industrial Pada Peingadiilan Neigeirii  Teirnate i 

7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/2019. Adapun kasus posiisiinya seibagaii beiriikut, Putusan i ini i 

piihak beirnama E imi i A.Majiid, umur 34 tahun, Warga Neigara Iindoneisiia, Peikeirjaan 

Karyawatii, beiralamat dii  Teirnatei untuk seilanjutnya diiseibut seibagaii peinggugat. 

De ingan Me ilawan Peirusahaan Muara Group yang beiralamat dii  Jalan Meirdeika 

Nomor 19, Keilurahan Gamalama, Keicamatan Teirnatei Teingah, Kota Teirnatei – 

Proviinsii Maluku Utara untuk seilanjutnya diiseibut seibagaii teirgugat. 

Bahwa peinggugat meingajukan surat gugatan tanggal 29 Mareit 2019 yang 

diilampiirii  anjuran darii  Diinas Te inaga Ke irja Kota Te irnatei  Nomor : 

567/607/VIiI iIi/Diisnakeir/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dan Riisalah Peirundiingan 

Peinyeileisaiian Peirseiliisiihan Hubungan Iindustriial bulan Agustus 2018 (tanpa tanggal), 

yang di ite iri ima dan diidaftarkan dii Ke ipani ite iraan Peingadiilan Hubungan Iindustriial 

pada Peingadiilan Ne ige iri i Teirnatei pada tanggal 16 Apriil 2019 dalam Re igiisteir Nomor 

7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei, teilah meingajukan gugatan yaiitu bahwa pada tanggal 

27 Mareit tahun 2010 saat iitu peinggugat meimasukan lamaran dan di iteiri ima beikeirja 

ole ih Peirusahaan Muara Group Te irnatei seibagaii se icuriity de ingan status hubungan 

keirja yai itu se ibagaii  karyawan teitap. Peinggugat be ikeirja dii  peirusahaan te irseibut 

seilama 8 (deilapan) tahun 3 (tiiga) bulan de ingan diibuktiikan surat keiteirangan keirja 

yang diikeiluarkan oleih HR Muara Group Teirnate i teirtanggal 12 Julii 2018 deingan 

 

6Pasal 27 Ayat (1) Undang – Undang Dasar Ne igara Re ipubliik Iindoneisiia Tahun 1945 
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Surat Nomor 027/MG/HRD/VIiIi/2018 dan pada bulan Me ii itahun 2018 peinggugat di i 

piindahkan meinjadii cle ianiing se irviice i tanpa diibeiriikan surat mutasii oleih teirgugat dan 

keisalahan yang diilakukan ole ih peinggugat deingan alasan mutasi i dan turun jabatan 

darii se icuriity kei cle ianiing seirvi ice i bahwa peinggugat teilah meilakukan peilanggaran 

diisiipliin namun kateigorii peilanggaran diisiipliin tiidak peirnah diiuraiikan oleih teirgugat 

peilanggaran di isiipli in apa yang diilanggar atau diilakukan peinggugat, seiharusnya 

teirgugat seibagaii peingurus peirusahaan sudah harus leibi ih paham me inge inai i aturan 

ke ite inagakeirjaan biilamana karyawan/ teinaga ke irja me ilakukan suatu peilanggaran 

diisi ipli in harus diisampaiikan ke ipada karyawan peilanggaran di isi ipliin apa yang 

diilakukan ole ih karyawan, baru teirgugat dapat meilakukan peimbi inaan seicara li isan 

keipada karyawan dan apabiila masiih diilakukan oleih karyawan seilanjutnya yaiitu 

pe iriingatan se icara teirtuliis SP_1, dan seiteirusnya SP_2, sampai i pada SP_3, seisuai i 

de ingan aturan keiteinagakeirjaan beirdasarkan Pasal 161 ayat (1), (2) Undang – 

Undang Nomor 13 Tahun 2003 Teintang Keiteinagakeirjaan 

Seilanjutnya pada tanggal 15 tahun 2016 Peinggugat cuti i meilahi irkan anak 

peirtama atas nama Diirga Bayu dan diibeiriikan cutii ole ih Teirgugat seilama 3 (tiiga) 

bulan namun pada saat Peinggugat me ingambi il gaji i  bulanan teilah dii  potong gaji i 

Peinggugat seibeisar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiiah) darii total gajii Peinggugat Rp. 

2.361.405,- (dua juta ti iga ratus einam puluh satu eimpat ratus liima puluh rupiiah) 

tanpa adanya alasan yang jeilas darii Teirgugat, seisunggunya tiindakan Teirgugat 

sangatlah beirteintangan deingan pasal 82 ayat (1), Undang-undang Nomor 13 tahun 

2003, seibagaiimana peikeirja/buruh peireimpuan pada saat hamiil dan meilahiirkan 
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diiwajiibkan undang-undang untuk diibeiriikan cutii seibeilum meilahiirkan dan seisudah 

meilahiirkan. 

Keimudi ian pada tanggal 02 Julii 2018 Peinggugat diipanggiil ole ih I ibu Hasnah 

Saraman dan Pak Sunardii Salasa seibagaii peingurus peirusahaan Muara Group 

ke imudi ian Peinggugat di i iinteirogasii ole ih iibu hasnah saraman dan pak sunardii salasa 

darii hasiil i inte irogasii dalam be iriita acara Peinggugat diianggap beirsalah meilakukan 

peilanggaran yaiitu tiidak maksiimal dalam be ikeirja dan diimiintahkan Peinggugat untuk 

tanda tangan be iriita acara namun Peinggugat meinolak untuk tanda tangan beiri ita 

acara kare ina Peinggugat me irasa Peinggugat tiidak meilakukan keisalahan yang dii 

tuduhkan keipada Peinggugat. Seilanjutnya Peinggugat diibeiriitahukan ole ih pak 

Sunardii Salasa dan iibu Hasnah Saraman bahwa iibu eimii/peinggugat tiidak mau tanda 

tangan be iri ita acara teitap kamii darii piihak manageimein teitap meilanjutkan beiriita acara 

iini i ke i piihak yang leibi ih ti inggi i. De imiiki ian juga Peinggugat diisuruh ole ih iibu Hasnah 

Saraman dan pak Sunardii Salasa seigeira meimasukan surat peingunduran diirii di ikasiih 

waktu se ilama 7 (tujuh) harii teitapii Peinggugat tiidak mau meilakukan hal iitu kareina 

me inurut Peinggugat adalah hal yang sangat salah dan tiidak be inar seiteilah be ibe irapa 

harii beirlalu se ibeilum me ile iwati i waktu 7 (tujuh) harii teirse ibut Peinggugat tiidak 

me imasukan surat peingunduran diirii teipat pada tanggal 05 Julii 2018 Peinggugat 

di ipanggi il keimbalii oleih pak Sunardii Salasa dan keimudi ian meinyuruh peinggugat 

untuk meimasukan surat peingunduran di irii agar hak-hak peinggugat diibayar dan 

apabiila peinggugat tiidak meimasukan surat peingunduran di irii maka piihak peirusahaan 

akan meilakukan Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) teirhadap peinggugat dan tiidak 
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Diberikan hak sepersen pun beigiitulah bahasa yang diisampaiikan oleih pak Sunardii 

Salasa dan iibu Hasnah Saraman seibagaii peingurus peirusahaan teirhadap Peinggugat. 

Bahwa akiibat darii peirbuatan Teirgugat meilakukan Peimutusan Hubungan Keirja 

(PHK) seicara seipiihak keipada Peinggugat dan tiidak mau meimbayar hak-hak Peinggugat 

seisuaii deingan Masa Keirja 8 (deilapan) tahun 3 (tiiga) bulan, peinggugat beirsama kuasa 

hukumnya meilakukan peingurusan meinyangkut deingan hak-hak Peinggugat dii 

peirusahaan maupun dii Kantor Diinas Teinaga Keirja Kota Teirnatei seibanyak 5 (liima) 

kalii teitapii dalam peirundiingan tiidak meincapaii suatu keiseipakatan beirsama seihiingga 

peirundiingan diianggap gagal kareina Teirgugat teitap pada priinsiipnnya dan tiidak mau 

meimbayar peisangon seirta hak-hak Peinggugat laiinnya, tiindakan Teirgugat teirseibut teilah 

meilanggar keiteintuan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 teintang 

Keiteinagakeirjaan. 

 

Beirdasarkan uraiian latar beilakang diiatas, maka pe ine iliitii akan meimbahasnya 

se icara iilmi iah dalam be intuk skriipsii yang beirjudul : Perlindungan Hukum 

Terhadap Perempuan Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Akibat Melanggar Disiplin Kerja (Studi Putusan Pengadilan Hubungan 

Industrial Pada Pengadilan Negeri Ternate 7/Pdt.Sus-PHI/2019/PN/Tte). 

 

 

B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uraiian latar beilakang yang te ilah dii jeilaskan diiatas teirseibut, maka 

peirmasalahan diibahas dalam pe ineili itiian peinuliisan skriipsii iini i adalah : 

1. Bagaiimana peirliindungan hukum teirhadap peikeirja peireimpuan yang teirke ina 

peimutusan hubungan keirja (PHK) akiibat meilanggar di isi ipli in keirja dalam 
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Putusan Peingadi ilan Hubungan Iindustiial Pada Peingadiilan Neigeirii Teirnatei 

Nomor 7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei ? 

 

2. Bagaiimana peirtiimbangan hukum hakiim dalam Putusan Peingadiilan 

Hubungan Iindustri ial Pada Peingadiilan Ne igeirii Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus- 

PHIi/2019/PN/Ttei ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Beirdasarkan dasar peirmasalahan yang peineiliitii angkat diiatas, maka 

tujuan peineiliitiian iinii adalah : 

1. Untuk meingeitahuii dan meinganaliisiis peirliindungan hukum teirhadap 

peikeirja peireimpuan yang teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) 

akiibat meilanggar diisiipliin keirja dalam Putusan Peingadiilan Hubungan 

Iindustriial Pada Peingadiilan Neigeirii Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus-

PHIi/2019/PN/Ttei. 

2. Untuk meingeitahuii dan meinganaliisiis peirtiimbangan hukum hakiim 

dalam Putusan Peingadiilan Hubungan Iindustriial Pada Peingadiilan Neigeirii 

Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei. 

 

 

D. Manfaat Penelitian 

 

Adapun manfaat yang diiharapkan oleih peineiliitii dalam peineiliitiian skriipsii iinii  

adalah : 

A. Manfaat Teoritis 

 

a. Peine iliiti ian i ini i dapat meinjadii sumbeir iilmu peingeitahuan baru dan dapat 

diipeilajarii leibi ih lanjut dalam rangka peinge imbangan iilmu hukum seicara 
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umum, baiik ole ih mahasiiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas 

meingeinaii peirliindungan hukum dan keiteinagakeirjaan. 

b. Hasiil peineiliitiian iinii  diiharapkan dapat meimpeirkaya reife ireinsii maupun 

liiteiratur keipustakaan. Keiteinagakeirjaan me ingeinaii pe irliindungan hukum 

teirhadap peikeirja peireimpuan yang teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja 

(PHK) akiibat meilanggar di isi ipliin keirja Studii Putusan Peingadiilan 

Hubungan  I industriial  Pada  Peingadiilan  Neigeirii  Nomor 

7/Pdt.Sus/PHIi/2019/PN.ei  

 

B. Manfaat Praktis 

 

Peine iliiti ian i inii diiharapkan dapat meimbeiriikan manfaat seicara praktiis teirhadap : 

 

a. Teirhadap Pe ikeirja, dapat diigunakan seibagaii sumbeir peingeitahuan maupun 

iinformasii bagii piihak pe ikeirja untuk me ingeitahuii bagaiimana peirliindungan 

dan hak-hak peike irja peireimpuan apabiila tiidak se isuaii de ingan peirjanjiian 

yang teilah di iseipakatii dalam peirusahaan. 

b. Teirhadap Peirusahaan, Hasiil pe ine ili iti ian diiharapkan dapat meinjadii acuan 

dalam meinjaankan peirusahaan untuk me ime inuhi i  hak-hak peike irja 

pe ireimpuan dan peiraturan yang seisuaii de ingan undang-undang yang 

be irlaku dalam peirusahaan. 

c. Te irhadap Peimeiriintah, se ibagaii bahan masukan dan gambaran bagii 

pe imeiriintah daeirah dii dalam meineintukan keibiijakan seirta meineintukan arah 

dan strateigii untuk pe irbai ikan kiineirja daeirah. 
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d. Teirhadap Pe ineigak Hukum, pada peineiliitiian i inii diiharapkan dapat meinjadi i 

bahan peirtiimbangan untuk para pe ineigak hukum dalam teirhadap peikeirja 

pe ireimpuan dalam suatu pe irusahaan. 

e. Te irhadap Masyarakat, darii  hasiil pe ine ili itiian iinii  diiharapkan dapat 

me imbeiri ikan iinformasii dan peingeitahuan bagii masyarakat teirkaiit deingan 

bagaiimana beintuk hak hak peikeirja peireimpuan dalam suatu peirusahaan. 

 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang liingkup peine iliiti ian iini i hanya meimbahas me inge inaii peirliindungan hukum 

teirhadap pe ikeirja pe ireimpuan yang teirke ina peimutusan hubungan ke irja akiibat 

me ilanggar di isi ipliin keirja dalam Putusan Peingadiilan Neigeirii  Teirnatei Nomor 

7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei dan pe irtiimbangan hukum haki im dalam Putusan 

Peingadiilan Hubungan Iindustriial Pada Peingadiilan Neigeirii Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus- 

PHIi/2019/PN/Ttei. 

 

 

F. Kerangka Teori 

 

Keirangka te iorii meirupakan konseip atau gambaran yang akan be iri isii teirkaiit dari i 

seiluruh hal yang meinjadii bahan pe ineiliiti ian yang beirlandaskan dalam peineili itiian i inii. 

Dalam keirangka te iori i seibe inarnya meirupakan gambaran darii peinge imbangan 

peimi ikiiran peine iliitii. Teiorii meinggunakan peineili itiian hukum iini i dalam rangka untuk 

me inganali isiis dalam meimbahas peirliindungan hukum teirhadap peikeirja peireimpuan 

yang teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) aki ibat meilanggar diisi ipliin keirja 
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(Studii Putusan Peingadiilan Hubungan Iindustriial Pada Peingadiilan Ne ige irii Teirnate i 

Nomor 7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei : 

1. Teori Perlindungan Hukum 

 

Me inurut Sati iji ipto Raharjo, Peirliindungan hukum adalah me imbe iri ikan 

peingayoman teirhadap Hak Asasii Manusiia (HAM) yang diirugiikan orang laiin dan 

peirliindungan iitu diibe iriikan keipada masyarakat agar dapat meiniikmatii seimua hak – 

hak yang diibeiri ikan ole ih hukum. Hukum dapat diifungsiikan untuk meiwujudkan 

pe irli indungan yang siifatnya ti idak seikeidar adaptiif dan fleiksiibeil, meilaiinkan juga 

pre idiiktiif dan antiisiipati if. Hukum diibutuhkan untuk meireika yang leimah dan beilum 

kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.7 

Peirliindungan hukum harus meiliihat tahapan yaiitu peirliindungan hukum lahiir dari i 

suatu ke ite intuan hukum dan seigala peiraturan hukum yang di ibe iri ikan ole ih 

masyarakat yang pada dasarnya meirupakan keiseipakatan masyarakat te irseibut untuk 

meingatur hubungan pe iriilaku antar anggota masyarakat dan antar peirseiorangan 

dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.8 

Pe irli indungan Hukum meirupakan Peirliindungan yang be irsiifat uniiveirsal darii 

negara hukum. Pada dasarnya, perlindungan hukum terbagi atas dua bentuk yaitu;9 

a) Peirliindungan Hukum Preiveintiif 

Peirliindungan hukum pre iveinti if pada dasarnya preiveinti if diiartiikan se ibagaii 

peinceigahan, peirliindungan hukum preiveintiif sangat beisar maknanya dalam 

 

7Nur Adii Kumalade iwii, “Eikseikusii Keindaraan Beirmotor Se ibagaii  Jami inan Fiidusi ia Yang Beirada 

Pada Piihak Keitiiga”, Jurnal Repertorium, Vol. 2 No. 2, Jawa Teingah, 2015, hlm. 60-77 
8 D. Seitiiawan, “ Teiori i Pe irliindungan Hukum”, Jurnal Repository Untag Sby, Vol. 4 No. 1, 

Surabaya : Uniive irsiitas 17 Agustus, 2017, hlm. 1 
9 GOD Carma, “ Peirliindungan Hukum”, E-Journal Uajy, Vol. 1 No. 1, Yogyakarta : 

Uniiveirsi itas Atma jaya, 2018, hlm. 17-18 
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tiindakan pe imeiri intah yang di i dasarkan pada keibeibasab beirtiindak kareina 

de ingan adanya peirliindungan hukum yang preiveintiif peime iriintah teirdorong 

untuk be irsiikap hatii-hatii dalam meingambi il keiputusan. 

b) Peirliindungan Hukum Re ipreisiif 

Peirliindungan hukum re ipre isi if beirfungsii untuk me inyeileisaiikan seingke ita yang 

teilah muncul akiibat adanya peilanggaran. Pe irliindungan iinii  meirupakan 

pe irli indungan akhiir yang beirupa pe imbeiri ian sanksii teirhadap peilanggaran 

yang teilah diibeiriikan. 

Peineiliitii  me inggunakan te iori i Pe irliindungan Hukum iinii  dalam rangka untuk 

meimbahas dan me inganali isiis Peirliindungan Hukum Teirhadap Peikeirja Peire impuan 

Yang Teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) Akiibat Meilanggar Diisiipliin Keirja 

Beirdasarkan Putusan Peingadiilan Hubungan Iindustriial Pada Peingadiilan Ne ige iri i 

Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei  

2. Teori Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 

Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) adalah beirakhiirnya hubungan keirja sama antara 

karyawan de ingan peirusahaan, baiik kare ina keite intuan yang teilah diiseipakatii, atau 

mungki in be irakhi ir dii teingah kariieir. Meindeingar iisti ilah Peimutusan Hubungan Keirja 

(PHK), teirliintas adalah peimeicatan se ipi ihak oleih piihak peirusahaan kare ina keisalahan 

pe ike irja. Ole ih seibab i itu, seilama iinii  siingkatan iinii  meimiiliikii artii yang neigati if dan 

menjadi ancaman yang menakutkan terhadap pekerja.10 

 

 

 

 

 

10 Z. Alfandarii, “Pe imutusan Hubungan Keirja (PHK)”, Jurnal Repositori uma, Vol. 4 No.1, 

Meidan : Uni iveirsiitas Meidan Areia, 2016, hlm. 10 

i i i i i i 
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Maka dapat di isiimpulkan bahwa dampak yang dapat diitiimbulkan dalam 

peingadaan peimutusan hubungan keirja iinii  sangat kompleiks. Kareina bukan hanya 

keihiilangan peikeirjaan te itapi i juga pe inghasiilan bagii karyawan, khususnya yang 

meinjadi i satu – satunya mata peincahari ian me ireika. Teintunya bukan hanya karyawan 

seimata yang akan meirasakan akiibat Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) te irseibut 

meilai inkan juga keiluarga me ireika. 

Faktor Peinye ibab Te irjadiinya Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) Meinurut 

Anni isa Satiiva, adalah beibeirapa faktor yang me injadii pe inye ibab teirjadiinya 

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), antara lain:11 

a. Adanya kiineirja yang tiidak baiik 

 

b. Adanya peinolakan darii kiineirja untuk meinandatanganii surat kontarak 

c. Adanya keisalahan be irat yang diilakukan oleih peikeirja 

d. Adanya tuntutan darii peikeirja untuk diiangkat meinjadii peigawaii teitap 

 

e. Adanya eifeisi ieinsi i yang diilakukan oleih peirusahaan 

Peineiliitii  meinggunakan te iori i Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) iinii  dalam 

rangka untuk meimbahas dan me inganaliisiis Peirliindungan Hukum Teirhadap Peikeirja 

Peireimpuan Yang Teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) Aki ibat Meilanggar 

Diisi ipli in Ke irja Beirdasarkan Putusan Peingadiilan Hubungan I industriial Pada 

Peingadiilan Neigeirii Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei. 

 

 

 

 

 

 

11 Anniisa Satiiva, “Pe iranan Peingadi ilan Hubungan Iindustriial Dalam Meimbeiriikan Keipastiian 

Hukum Teirhadap Pe irkara Pe imutusan Hubungan Ke irja”, Jurnal Repositori Institusi, Vol. 1 No. 2, 

Meidan : Uni iveirsiitas Sumateira Utara, 2008, hlm.13 
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3. Teori Pertimbangan Hakim 

Pe irti imbangan hakiim adalah tahapan hakiim untuk meimpeirtiimbangkan fakta – 

fakta yang teirungkap seilama proseis peirsiidangan. Dalam proseis iinii adalah salah satu 

hal yang te irpeinti ing untuk meiwujudkan ke iadiilann dan ke ipastiian hukum se irta 

meingandung manfaat untuk pi ihak beirsangkutan seihiingga pe irtiimbangan hakiim 

harus diisi ikapii de ingan baiik, te iliitii, ceirmat. Peirtiimbangan hakiim dapat diibatalkan 

ole ih Mahkamah Agung apabiila dalam peirtiimbangannya yang tiidak diisiikapii deingan 

teliti, baik dan cermat.12 

Pada putusan hakiim dalam ranah peirdata, peirtiimbangan te intang duduk peirkara 

dan peirtiimbangan teintang hukumnya teirleitak teirpiisah. Hal iinii diiseibabkan kareina 

dalam beiracara peirdata, para piihak adalah sama-sama meinggajukan pe iriisti iwa yang 

dii seingkeitakan dan meingajukan buktii untuk daliil dalam meinguatkan peiriisti iwa yang 

i  keimukakan. 

 

Peineiliitii  meinggunakan te iorii Peirtiimbangan Hakiim se ibagaii dasar untuk 

meimbahas dan me inganali isiis seirta me inganali isiis peirtiimbangan hukum hakiim dalam 

Putusan Peingadiilan Hubungan Iindustriial Pada Peingadiilan Neigeirii Teirnatei Nomor 

7/Pdt.Sus-OHIi/2019/PN/Ttei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 A.Muktii Arto, Prakteik Peirkara Pe irdata Pada Peingadiilan Agama, Ceit. V, Yogyakarta : 

Pustaka Peilajar, 2004, hlm. 140 
13 Eili isabeith Nurhaiinii Butarbutar, “ Peineirapan Dan Peingaturannya dalam Hukum Acara 

Pe irdata”. Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 11 No. 3, Meidan : Uni ive irsi itas katoliik Santo Thomas, 

2011, hlm 470-479 

i          i           i i   i 
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G. Metode penelitian 

Seilaras de ingan tujuan yang beirmaksud meine ilusurii priinsi ip – priinsi ip hukum, 

teirutama yang beirsangkut paut de ingan pe irliindungan hukum teirhadap peikeirja 

peire impuan Meinurut Undang – Undang 13 Tahun 2003 Teintang Keiteinagakeirjaan, 

maka jeini is peineiliiti iannya adalah pe ine ili itii hukum normatiif yang beirsiifat deiskriiptiif ( 

Menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.14 

1. Jenis Penelitian 

 

Je ini is pe ine ili iti ian yang diigunakan dalam peinuli isan skriipsii iinii  meirupakan 

peineiliitiian Hukum Normatiif. Meinurut Peite ir Mahmud Marzukii, pe ineili itiian hukum 

normatiif adalah suatu proseis untuk me ineimukan suatu peiraturan hukum, pri insi ip – 

priinsi ip hukum, maupun dokttriin – doktriin hukum guna meinjawab iisu hukum yang 

idang diihadapii. 

2. Pendekatan Penelitian 

 

peine iliitiian i inii meinggunakan peindeikatan se ibagaii beiriikut : 

a. Pendekatan Perundang – Undangan (Statute Approach) 

Pe ine ili iti ian hukum iinii  meinggunakan pe indeikatan Peirundang – Undangan 

(statutei approach) dan reigulasii yang beirsangkutan deingan iisu hukum yang seidang 

diitangani i. Peindeikatan Peirundang-Undangan meirupakan peinde ikatan yang 

diilakukan deingan cara meinganaliisa aturan dan reigulasii yang beirkaiitan deingan iisu 

hukum te intang hukum keite inagakeirjaan dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2003 Teintang Keiteinagakeirjaan. 

 

 

14 Peite ir Mahmud Marzukii, Peine iliitii Hukum, Jakarta : Keincana Pre inada Group, 2010, hlm. 35 
15 Iibiid. 

i i i i i i i 
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b. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Peindeikatan kasus dalam hal iinii  meimpeilajarii peilaksanaan kaiidah hukum 

yang akan diigunakan dalam praktiik hukum diijadi ikan peitunjuk teirhadap dampak 

darii adanya peinormaan dalam suatu aturan hukum yang meinjadii prakti ik hukum 

untuk digunakan hasilnya menjadi bahan masukan untuk penjelasan hukum.16 

Peindeikatan yang diilakukan deingan me ingiide intiifiikasi i masalah peirliindungan hukum 

teirhadap Peikeirja Pe ireimpuan yang teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) 

aki ibat meilanggar di isi ipli in keirja dalam Putusan Peingadiilan Hubungan Iindustriial 

Pada Peingadiilan Ne ige irii Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus-OHIi/2019/PN/Ttei. 

c. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) 

 

Peindeikatan konseiptual adalah peindeikatan yang beirasal darii pandangan dan 

doktriin yang beirkeimbang dii dalam iilmu hukum. De ingan meimpeilajarii pandangan 

darii doktriin dii dalam iilmu hukum, yang akan me ilahiirkan peingeirtiian hukum dan 

asas hukum yang reile ivan de ingan iisu yang di ihadapi i. Yang teirmasuk dalam 

peirmasalahan yang seidang diite iliitii me inge inai i peirliindungan hukum teirhadap pe ikeirja 

peireimpuan yang teirkeina Peimutusan Hubungan Keirja (PHK) akiibat meilanggar 

diisi ipliin ke irja dalam Putusan Peingadiilan Hubungan Iindustriial Pada Peingadiilan 

Negeri Ternate Nomor 7/Pdt.Sus-OHI/2019/PN/Tte.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Jonaeidii Eiffeindi i dan Jhony Iibrahiim, Meitodei Peine ili itiian Hukum Normatiif, Jakarta : Pre inada 

Meidi ia Group, 2018, hlm. 17 
17 Iibiid. 

i i i i i i 
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3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Adapun dalam peineiliitiian iinii  peineiliitii meinggunakan bahan hukum beirupa 

sumbe ir data seikunde ir yang te irdi irii darii bahan hukum priime ir, bahan hukum 

se ikunde ir dan bahan hukum te irsi ie ir, adalah se ibagaii beiriikut 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Peiraturan Pe irundang – Undangan diigunakan se ibagaii mate iri i hukum yang 

me ilatar beilakangii feinome ina pe ine iliitiian. Dalam pe ine ili itiian iini i Peiraturan Peirundang 

– Undangan yang diigunakan yaiitu : 

a. Undang – Undang Dasar Neigara Re ipubli ik Iindoneisiia Tahun 1945 

b. Kiitab Undang-Undang Hukum Peirdata 

 

c. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 Teintang Keiteinagakeirjaan 

d. Putusan Peingadiilan Neigeiri i Teirnatei Nomor 7/Pdt.Sus-PHIi/2019/PN/Ttei  

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Meinurut soeirjono soeikamto, data seikunde ir meirupakan data yang diipeiroleih dari i 

dokumein reismii, buku, jurnal iilmiiah, makalah, hasiil peineiliitiian yang beirwujud 

laporan, artikel penelitian yang berkaitan erat dengan pokok bahasan penelitian.18 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum iinii  seibagaii peinunjang bahan hukum priimeir dan seikunde ir yang 

beirfungsii untuk meimbeiriikan teintang peimahaman dan peingeirtiian teirhadap bahan 

hukum laiinnya. Bahan hukum pada pe inuliisan iinii  adalah Kamus Be isar Bahasa 

I indoneisi ia dan Kamus Hukum. 

 

 

18 Soe irjono Soe ikanto dan Srii Mamudjii, Pe ine ili iti ian Hukum Normatiif, Jakarta : Rajawalii Pe irs, 

2015, hlm.13 
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4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian 

Seite ilah bahan pe ine ili itiian teirkumpul, maka data te irse ibut dii  olah guna 

meindapatkan data yang te irbaiik. Dalam peingolahan data te irse ibut, pe inuli is 

meilakukan ke igi iatan eidi itiing, yaiitu data yang diipe iroleih diipeiriiksa dan di ite ili itii lagi i 

me inge inai i keileingkapan, ke ijeilasan dan keibeinarannya, seihiingga te irhiindar dari i 

keikeiliiruan dan keisalahan. 

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

 

Analiisa bahan hukum yang diigunakan se ibagaii dasar oleih pe ine ili iti i adalah meitode i 

peinafsiiran hukum dalam beintuk peinafsiiran kualiitatiif. Me itodei peinafsiiran kualiitati if 

me irupakan meitodei peinafsiiran beirdasarkan aturan hukum yang ada dalam 

Peirundang – Undangan dan diianaliisi is yang akan me imbe iri ikan gambaran 

keiseiluruhan dalam peirmasalahan yang diiteili iti i, me incarii peirmasalahannya untuk 

diitariik keisiimpulan seihi ingga dapat meimpe irole ih suatu hasiil darii objeik peirmasalahan 

yang diteliti.19 

6. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Untuk keiseiluruhan bahan hukum yang te ilah teirkumpul bahan hukum yang 

teilah teirkumpul, keimudiian diisariing dan dii olah seilanjutnya diianaliisiis seisuaii deingan 

peirmasalahan hukum yang diihadapii, untuk keimudiian di itari ik keisiimpulan. Dalam 

peine iliitiian iinii akan meinggunakan meitodei deiduktiif. Meitodei deiduktiif yaiitu meinariik 

ke isiimpulan darii suatu peirmasalahan yang beirsiifat umum teirhadap peirmasalahan 

konkriit. 

 

 

 

19 Zaiinuddiin Alii, Meitodei Pe ineili iti ian Hukum, Jakarta : Siinar Grafiika, 2013, hlm. 105 
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